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ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik.Tesis ini bertujuan untuk membahas terkait tentang kepastian hukum yang bagi para pihak jika terjadi suatu perbuatan hukum seperti kebatalan akta Notaris yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran Kode Etik Notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dan juga mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan I.N.I. Data diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan (Library Research) dan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (Field Research) kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pembahasan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa jika secara sah dan meyakinkan setelah melalui serangkaian proses peradilan terbukti bahwa perbuatan penyalahgunaan benar dilakukan oleh Notaris dalam membuat suatu Akta Autentik, maka keabsahan akta tersebut batal demi hukum, maka akta itu akan mengalami degradasi yang mengakibatkan menjadi kekuatan pembuktian akta bawah tangan. Kesimpulannya, bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Peran Notaris sebagai pejabat umum atau perikatan. 
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ABSTRACT

LEGAK CERTAIBNTY FOR TEH PARTIES REGARDING THE INYALITITY OF A NOTARIAL DEED DUE TO VIOLATIONS OF THE NOTARY’S CODE OF ETHICS


A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as intended in this Law or based on other Laws. Notaries as public officials appointed by the government based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights, Notaries have a very important role in people's lives, especially those related to making authentic deeds. This thesis aims to discuss legal certainty for the parties if a legal action occurs such as the cancellation of a Notary's deed resulting from a violation of the Notary's Code of Ethics. The method used is normative juridical legal research with a statutory approach relating to the implementation and implementation of the Notary's Code of Ethics in carrying out their position as a public official and also regarding the implementation of sanctions for violations of the Notary's Code of Ethics by the I.N.I. Honorary Council. Data was obtained through secondary data obtained through the literature (Library Research) and primary data obtained directly from the community (Field Research) then analyzed using descriptive analytical discussion techniques. The results of the research are that if it is legally and convincingly proven after going through a series of judicial processes that an act of abuse was indeed committed by a Notary in making an Authentic Deed, then the validity of the deed is null and void, then the deed will experience degradation which will result in the strength of the proof of the fraudulent deed. The conclusion is that to overcome this problem, there is a need for legal certainty for the parties entering into the agreement. The role of a Notary as a public or engagement official.
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PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[footnoteRef:1] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan telah diganti oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ini maka hukum yang mengatur tentang Notaris telah terkodifikasi menjadi 1 (satu). Hal ini tentu saja membuat hukum menjadi lebih efisien dan aturan tentang perikatan menjadi lebih tertib dan ada kepastian hukum. UUJN memberikan pedoman pada Notaris untuk membuat suatu Akta Notaris yang otentik. Apabila tidak sesuai maka akta tersebut bisa berakibat kebatalan ataupun pembatalan. Hal ini tentunya menuntut tanggung jawab dari seorang Notaris untuk melaksanakan kewenangannya dengan baik. Dalam pembuatan akta tersebut ada istilah yang menyebabkan kebiasan makna dalam pembuatan akta otentik tersebut. Seringkali dalam menggunakan istilah kebatalan atau pembatalan masih cukup rancu dan tidak ada yang pasti dalam penerapannya.[footnoteRef:2] Oleh sebab itu, kita harus memahami dulu arti dasar dari kata batal atau membatalkan. Ada pula istilah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Setelah kita memahami arti dasar kata batal tersebut barulah kita bisa mengupas lebih jauh terkait perbedaan kebatalan dan pembatalan dan penerapannya dalam pembuatan Akta Notaris. [1:  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.]  [2:  Herlen Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 364] 

Dalam hal ini UUJN memberikan pedoman pada Notaris untuk membuat suatu Akta Notaris yang otentik. Apabila tidak sesuai maka akta tersebut bisa berakibat kebatalan ataupun pembatalan. Hal tersebut tentunya menuntut tanggung jawab dari seorang Notaris untuk melaksanakan kewenangannya dengan baik. Dalam pembuatan akta tersebut ada istilah yang menyebabkan kebiasan makna dalam pembuatan akta otentik tersebut. 
Seringkali dalam menggunakan istilah kebatalan atau pembatalan masih cukup rancu dan tidak ada yang pasti dalam penerapannya.[footnoteRef:3] Oleh sebab itu, kita harus memahami dulu arti dasar dari kata batal atau membatalkan. Ada pula istilah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Setelah kita memahami arti dasar kata batal tersebut barulah kita bisa mengupas lebih jauh terkait perbedaan kebatalan dan pembatalan dan penerapannya dalam pembuatan Akta Notaris. [3: Herlen Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Bandung,  hlm. 364] 

Istilah pembatalan bersifat aktif, yang berarti meskipun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi, yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya.[footnoteRef:4] Jadi seorang Notaris harus betul-betul memahami makna dan akibat hukum dari kebatalan dan pembatalan tersebut. [4: Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, 2013, Bandung, hlm. 67] 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa hal yang akan diteliti sebagai berikut :
1. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan batalnya suatu akta? 
2. Bagaimana kepastian hukum bagi para pihak atas batalnya akta yang diakibatkan oleh pelanggaran kode etik notaris?

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dan juga mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan I.N.I. Data diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan (Library Research) dan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (Field Research) kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pembahasan secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN
Dalam menjalankan kewenangannya notaris dalam membuat suatu akta notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya. Dalam kenyataaannya notaris nakal jelas ada. Tetapi notaris yang menjadi sasaran pemerasan juga ada.Di dalam prakteknya banyak notaris yang melakukan penyimpangan atau kesalahan di dalam membuat akta notaris, baik itu disebabkan karena ketidakjujuran notaris itu sendiri atau para pihak yang menghadap.
Apabila suatu akta notaris tidak memenuhi unsur-usur obyektif dalam perjanjian maka akta notaries tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Hal-hal yang dapat menyebabkan akta notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar ketentuan di dalam UUJN yaitu : 
a. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN berupa tidak membuat Daftar Wasiat dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam pasal. 
b. Pelanggaran pada pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN tentang cap/stempel notaris. 
c. Pelanggaran pada Pasal 44 UUJN yang mengaatur tentang penandatangan akta notaris dan kewajiban notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
d.  Pelanggaran Pasal 48 UUJN yang mengatur :Larangan perubahan isi akta
e. Pelanggaran pada Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perububahan isi akta. 
f. Pelanggaran pada Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka 
g. Pelanggaran pada Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis. 
Ketentuan – ketentuan tersebut dibawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal – pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh notaris, sehingga akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu:[footnoteRef:5]  [5:  Habib Adjie. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama (Habib Adjie, 2011:81-82)] 

a. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i.
b. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8). 
c.  Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40. 
d. Melanggar ketentuan Pasal 52, 
Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pasal-pasal tersebut dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut:[footnoteRef:6]  [6:  Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 83] 

a. Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) 
b. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta notaris 
c. Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, khususnya tidak hubungan hubungan perkawinan dengan notaris perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai. dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak
Jabatan Notaris merupakan jabatan publik yang lingkup kerja nya ada dalam konstruksi hukum privat. Seperti halnya dengan advokat, Notaris ialah penyedia jasa hukum yang bekerja demi kepentingan klien. Dalam hal ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Jabatan Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi aturan hukum positif ini pula merupakan profesi yang terbuka, di mana setiap orang dapat bertahan, ataupun keluar dari profesi ini kapanpun juga.[footnoteRef:7] [7: Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (Jakarta: Refika Aditama, 2006), hlm.37.] 

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris haruslah berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana bisa berubah dan diubah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi agar anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Hasil pengaturan diri dari profesi merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Hal ini hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi tersebut, sehingga rumusan norma moral manusia dari profesi terentu tersebut menjadi tolak ukur perbuatan bagi anggota kelompok profesinya, serta merupakan upaya pencegahan melakukan perbuatan yang tidak etis. Profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin atas kesulitan yang mungkin terjadi di masa datang.[footnoteRef:8] [8: Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Sebi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 102.] 

Berbicara soal wilayah kerja Notaris, sudah barang pasti bicara soal wewenang Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris diantaranya dicantumkan pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Secara garis besar wewenang Notaris diantaranya sebagai berikut:[footnoteRef:9] [9:  Soegianto, 2015, Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris, Farisma Indonesia, Yogyakarta, hlm. 13.] 

1. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat kata risalah lelang.
Salah satu contoh perbuatan hukum dalam masyarakat yang membutuhkan adanya perjanjian adalah objek jual beli hak atas tanah atau bangunan, hal ini dilakukan dengan perjanjian untuk lebih memberikan kepastian hukum, karena hak atas tanah termasuk objek perjanjian yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap perbuatan hukum yang menyangkut tentang hak atas tanah terikat.
Maksudnya pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang menyangkut tentang hak atas tanah, harus tunduk terhadap aturan hukum yang mengatur atau berkaitan dengan pengaturan tentang hak atas tanah atau dengan kata lain pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah, maka ia tidak bebas untuk melakukannya, akan tetapi dia terikat dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak atas tanah.
Apabila semua persyaratan tersebut belum dipenuhi maka penandatanganan terhadap akta jual beli hak atas tanah belum bisa dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan dipastikan menolak untuk membuat akta jual beli karena diakibatkan belum terpenuhinya syarat-syarat pembuatan akta jual beli yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 
Keadaan yang seperti ini tentunya sangat tidak menguntungkan atau bahkan bisa merugikan terhadap para pihak yang melakukan jual beli atas tanah. Keadaan tersebut mengharuskan pihak penjual di satu sisi harus menunda dulu penjualan tanahnya, agar semua persyaratan tersebut harus dipenuhi, yang dengan sendirinya kesempatan untuk mendapatkan uang dari penjualan tanah miliknya harus tertunda. Kerugian yang sama juga dialami oleh pihak pembeli dengan keadaan tersebut pihak pembeli juga harus menunda keinginannya untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dibelinya.
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mematuhi ketentuan peraturan serta taat administrasi dalam hukum pertanahan maka Notaris menemukan suatu terobosan hukum yang hingga kini terus dilakukan dalam praktik yaitu dibuatnya PPJB sebelum terpenuhinya syarat-syarat untuk pembuatan akta jual beli, perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan karena didalamnya sudah mengatur tentang jual beli tanah tetapi belum dilakukan peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan.
R. Subekti berpendapat dalam bukunya, dia menyatakan bahwa pengikatan jual beli adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli disebabkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.[footnoteRef:10] [10: R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm.75.] 

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak Notaris tidak akan membuatkan akta apa pun, dan Notaris membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formal dan material dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.[footnoteRef:11] Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris. [11: Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22.] 

Suatu akta yang dibuat tidak memuat keinginan yang dimaksud oleh para pihak yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, isi akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris sesuai dengan yang sebenarnya seperti kasus kasus dalam tesis ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kecacatan dalam kesepakatan para pihak. Atas hal tersebut maka perjanjian yang bersangkutan tersebut menjadi perjanjian yang cacat dalam pemenuhan syarat subjektif yaitu unsur adanya kesepakatan. Maka dari itu akta yang bersangkutan dapat berbersatus dapat dibatalkan.
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Adapun pertanggung jawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah kelalaian dalam membuat akta. Kelalaian yang dimaksud tersebut adalah jika seorang Notaris telah membuat akta yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undnag Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Kitab Perdata, dan Kode Etik Notaris, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bila Notaris terbukti secara sengaja dengan kesadaran dan keinsyafan membuat akta yang dapat dijadikan suatu alat untuk dijadikan tindak pidana. Oleh karena itu dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus berpedoman kepada UUJN sehingga akta tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang diperlukan kepada Notaris. Sehingga tidak ada celah hukum bagi para penghadap atau pihak yan berkepentingan untuk menuntut ganti rugi berikut bunga terhadap Notaris akibat kesalahan pembuatan akta tersebut.[footnoteRef:12] [12: Arvan Mulyanto, Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 11. ] 

Kesalahan Notaris dalam pembuatan akta termasuk adanya tindakan kerjasama dan penipuan dapat dilakukan gugatan secara pidana maupun peradata. Para pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh Notaris dan merasa dirugikan, dapat mengajukan gugatan atau membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Jika Notaris tersebut mengabaikan tugas dalam menjalankan jabatannya seta memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan sanksi yang tegas bagi Notaris tersebut dan Pengadilan juga dapat memberikan hukuman baik pidana maupun perdata.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Kebatalan Akta Notaris Akibat Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris”, maka dapat disimpulkan Jika secara sah dan meyakinkan setelah melalui serangkaian proses peradilan terbukti bahwa perbuatan penyalahgunaan benar dilakukan oleh Notaris dalam membuat suatu Akta Autentik, maka keabsahan akta tersebut batal demi hukum, maka akta itu akan mengalami degradasi yang mengakibatkan menjadi kekuatan pembuktian akta bawah tangan. Akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan Notaris adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Peran Notaris sebagai pejabat umum atau perikatan. Hal ini terjadi karena Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang mampu memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Undang - Undang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberi mandat untuk membuat akta otentik, sebab akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan sifat otentik yang dimiliki atas akta-akta yang dibuatnya. Sedangkan ketika Notaris terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, tidak membacakan akta di hadapan para pihak tidak di tanda tangani di wilayah jabatan dilanggar oleh Notaris. Apabila terbukti maka Notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris dalam pembuatan akta, secara umum akibat batalnya akta adalah sebagai berikut: a. Batal demi hukum, b. Dapat dibatalkan, c. Terdegradasi kekuatan pembuktiannya.
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